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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung berupa pembagian kuesioner, 

maupun wawancara yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Salemba, maka Penulis memberikan kesimpulan bahwa: 

1. Terjadinya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Salemba disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Jumlah Tahanan atau Narapidana yang masuk ke dalam 

Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding dengan kapasitas 

yang seharusnya tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Salemba 

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba menjadi salah 

satu pilar yang menampung jumlah Tahanan atau Narapidana 

yang ada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan 

di DKI Jakarta 

c. Belum tersedianya gedung Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) sehingga menyebabkan Narapidana atau 

Tahanan Anak di titipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II A Salemba 

d. Belum maksimalnya program pemindahan Narapidana dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba ke Lembaga 

Pemasyarakatan yang ada di daerah-daerah lainnya 

 

. 

2. Mengenai pemenuhan hak Narapidana dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Salemba, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak tersebut telah 

terpenuhi dengan cukup baik. Lembaga Pemasyarakatan dapat 
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mengakomodir pemenuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan apa 

yang yang diperintahkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dalam Pasal 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1999 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 14 sampai 

dengan Pasal 17. Pemenuhan hak Narapidana dalam hal pemenuhan 

pelayanan kesehatan dibuktikan mulai dari adanya: 

a. Poliklinik; 

b. Dokter dan/atau tenaga kesehatan yang berada di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Salemba; 

c. Pemeriksaan kesehatan yang sebagaimana harusnya 

dilakukan secara rutin minimal sekali dalam sebulan; serta 

d. Tindakan medis yang langsung dilakukan terhadap 

Narapidana yang mengalami sakit oleh dokter atau tenaga 

kesehatan yang ada. 

Begitu juga mengenai biaya pengobatan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Salemba maupun di luar Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Salemba (dalam hal ini dikenal dengan 

Rumah Sakit Pengayoman) seluruhnya ditanggung oleh Lembaga 

Pemasyarakatan. 

3. Mengenai pemenuhan hak Narapidana dalam hal menyampaikan 

keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hak tersebut telah terpenuhi dengan cukup 

baik. Lembaga Pemasyarakatan dapat mengakomodir pemenuhan 

hak Narapidana dalam hal menyampaikan keluhan sesuai dengan apa 

yang yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 

tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan 

Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 26. Lembaga 
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Pemasyarakatan Kelas II A Salemba menerima segala bentuk aduan 

maupun keluhan yang dirasakan oleh Narapidana selama berada di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba. Penyampaian 

keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba lebih 

banyak dilakukan dengan cara lisan yaitu disampaikan kepada 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Wali yang telah ditentukan. 

Keluhan yang paling sering diterima adalah keluhan sakit oleh 

Narapidana. Tidak ditemukan pula hal-hal yang dapat mempersulit 

Narapidana dalam menyampaikan keluhannya. Adapun keluhan 

yang disampaikan biasa diterima dengan baik dan segera ditangani 

hingga mendapatkan solusi. Adapun terkait overkapasitas yang 

terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, keluhan 

yang paling banyak diterima adalah mengenai ruangan atau kamar 

yang sempit. 

 

2. Saran 

1. Proses pembinaan dapat dilakukan secara maksimal apabila Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Salemba diisi sesuai dengan kapasitas yang 

seharusnya diperuntukan; 

2. Pemerintah dirasa perlu segera membangun gedung Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar Narapidana atau Tahanan Anak 

yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba tidak 

menjadi menumpuk; 

3. Pemerintah harus segera memaksimalkan program pemindahan 

Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba ke 

Lembaga Pemasyarakatan yang ada di daerah-daerah lainnya; 

4. Mengenai pengaturan mengenai hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) dalam hal menyampaikan keluhan tidak diatur secara jelas dan 

rinci. Sehingga dibutuhkan penjelasan lebih mendalam dan jelas 

tentang pengaturannya dan agar pemenuhan hak untuk menyampaikan 

keluhan dapat terwujud dengan baik dan benar. 
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